PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 9 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 nTahu
2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 TE®RINn
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perakrint
Kabupaten Kulon Progo diberikan hak untuk memunmajak
parkir yang dikelola oleh orang pribadi atau badan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf duy pe
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Perganty
Pajak Parkir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerahelsia
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undamgoi 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nombatin
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeradrab
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu ufalben
dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalami{hean
Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaranrblega
Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukunraca
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Thaamba

Lembaran Negara Nomor 3209);



. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Laluakintan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomd&, 5
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakabDae
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997adNd 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telabadiu
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaramarfeg
Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pena§ibgk
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 iNdi20
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) yang telabadiu
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Begar
Nomor 3987);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemkanta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaddgmk
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan &smb
Negara Nomor 4189);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&san
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, ¥8dan

15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupatddjaiva

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 N&@o

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentaagaRma

Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 No6®)r
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentamglataan

dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentarejak P
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tlaamba
Lembaran Negara Nomor 4138);

14.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang ikekn
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Rtheri
dan Rancangan Keputusan Presiden;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1%%itang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemifian
Daerah;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1i@8@ang
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

17.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun3199
tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Alagkutan
Jalan;

18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun3199
tentang Fasilitas Parkir Umum;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kukoago
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negiil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat uloK
Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kufosago
Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir diiT&gdan
Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri B);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kufoago
Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khirarkir
(Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B).



Menetapkan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG PAJAK PARKIR

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Peranglkatrab

Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;

4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang nmgmapu

kewenangan di bidang perpajakan Daerah;

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daeralj ya
ditentukan oleh Bupati;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tida
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatasseman
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milikgdya/
Daerah/Desa dengan nama dan dalam bentuk apapumg, fi
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, periiam,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosialkpaldu organisasi
yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan Kodrddan
lainnya;

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergergdtadi terdiri

dari kendaraan bermotor maupun kendaraan yang lielakotor;



8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenugeaay bersifat
tidak sementara;

9. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar baddanjayang
disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik ydiagdiakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedisédagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipadakaan
bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang mermbagaran;

10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalahn wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepsdaah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksak

berdasarkan peraturan perundang-undangan yangkinegang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembanta
Daerah dan pembangunan Daerah;

11.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutisiagkiat
SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakatuku
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran p)gikk pajak
dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan jikewa
menurut ketentuan peraturan perundang-undanganajpkan
Daerah;

12.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dsin§SPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untekakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutangakeD&erah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk olabai;

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyagiisinSKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan lyasgrmlah
pokok pajak;

14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yangjsatga
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yaagentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajakmlph
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sadiksnistrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar;

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambalazg
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetgggak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang tefetaplkan;



16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang jséfga
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yasgentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlatlikieajak
lebih besar daripada pajak yang terutang atau tgiilarusnya
terutang;

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuttigangkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentjikatah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredik @dgu pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

18.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diaingrPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/staksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda,;

19.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusarg y
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung tiankekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam perapgamdang-
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusankaberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihagaketing
diajukan oleh Wajib Pajak;

21.Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalagandi
perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Rigakgan
Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarlaKeputusan
yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepadgaH#an
Pajak berdasarkan peraturan perundang-undanganajgdaap,
termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan bhéatasa
Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

22.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukarnbA\Rgjak
atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan oajpat
diajukan Banding berdasarkan peraturan perundadgagan

perpajakan yang berlaku;



23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangamytaiuntuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanabadan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kesenperaturan
perundang-undangan perpajakan Daerah;

24.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daexdalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyiddgaivai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik uknmencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mexhierang
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yangderserta

menemukan tersangkanya.

BAB I

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas pemggaraan
tempat parkir oleh pribadi atau badan di Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempétrpdi luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dempgéok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tdermasu
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor gkasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

(2) Tidak termasuk obyek pajak parkir sebagaimana dsondilayat (1)
Pasal ini adalah penyelenggaraan tempat parkir Beherintah

Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendi

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau bagamg
melakukan pembayaran atas tempat parkir.



(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badamg

menyelenggarakan tempat parkir.

BAB Il

DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pendayau yang

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 6

Tarip Pajak Parkir sebesar 20 % (dua puluh pertis®ralari tarip
parkir.

Pasal 7
Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitgegmgan cara
mengalikan tarip sebagaimana dimaksud Pasal 6uPanabDaerah ini
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimakssal B
Peraturan Daerah ini.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Parkir dipungut di wilayah Daerah tempat pdo&riokasi.



BAB V

MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(batan takwim.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.

(2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkapa s
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD disampaikan kepada Bupati paling lambat ifrta(belas)
hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyamp&PTPD
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal atumaar

Daerah ini ditetapkan pajak terutang dengan metkarbSKPD.

(2) Bentuk dan tata cara penerbitan SKPD ditetapkam Bigati.

BAB VII

TATA CAR A PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau telaipayang
ditunjuk oleh Bupati.
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(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lahgsil
penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Dagmalig lambat
1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (X2p&asal ini

dilakukan dengan menggunakan SSPD.

BAB VIl

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakkdibetengan
memperhatikan Wajib Pajak.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasmk pa

ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wagjgix Bapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKP atau SKPDKB atau
SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kelkslidalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajaaat)

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak ty@aig

benar; dan
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c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminibeagba
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dakm
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wagifakPatau
bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangaapatedan
penghapusan atau pengurangan sanksi administaassEKPD atau
SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (13l Pais
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak keulgati Cq.
Kepala Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hsejak tanggal
diterima SKPD atau SKPDKP atau SKPDKBT atau STPDgda
memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Kepala Instansi paling lama 3 (tigapbisejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasalitérima,
sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaiamdimaksud
ayat (3) Pasal ini Bupati atau Kepala Instansiktideemberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, @emgENn
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sdnkisisdrasi

dianggap dikabulkan.
BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bujpat
Kepala Instansi atas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKP;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB; dan
e. SKPDN.
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(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ay&agh) ini
harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasanésib paling
lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKP, SKPDKBT,FEH.B
dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apmabiVajib
Pajak dapat menunjukkan pada waktu itu tidak dajyeenuhi
karena diluar kekuasaannya.

(3) Bupati atau Kepala Instansi dalam jangka waktungalama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat permohondrer&tan
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterimadals
memberikan keputusan.

(4) Apabila telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan gelmaana
dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau Kepalaalmst tidak
memberikan  keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayata€Bl ki
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak atau ahli warisnya atau seorang persgatau kuasa
hukumnya dapat mengajukan banding kepada PengaBdgak
dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Kepatu
Keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (&) iRatidak

menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 17

(1) Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negarag yan
mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak.

(2) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat martdan

terakhir dalam memeriksa dan memutuskan Sengk@h.Pa
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Pasal 18

Apabila pengajuan keberatan dimaksud Pasal 15UPanaDaerah ini
atau Banding dimaksud Pasal 16 Peraturan Daeraldikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayarak Bigambalikan
dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persers¢lslan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalia
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kdpatansi
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kuyangn
a. nama dan alamat wajib Pajak;

b. masa pajak;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
d. alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Kepala Instansi dalam jangka waktungalama 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan grehglian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuqlgyRasal
ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayatPé&al ini
dilampaui Bupati atau Kepala Instansi tidak menkaari
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan perdray
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditkanitdalam
jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnkglebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Hasa
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih udlahutang

pajak dimaksud.
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukaland
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diteabnya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran paja&kuakian
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbiyanSKPDLB,
Bupati atau Kepala Instansi memberikan imbalamgh sebesar
2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatanrbgyaran

kelebihan pajak.

Pasal 20

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkangdn utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 19 @yaPératuran
Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pehbdkuan dan
bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai buktiljzgraran.

BAB XIlI

KEDALUWARSA

Pasal 21

(1) Untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa sete@dampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saaittéangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidaindidang
perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksatl (&y
Pasal ini tertanggung apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak bailgslamg

maupun tidak langsung.
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BAB XllII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannyaingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kururglamgpama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.@NAD (lima
juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasahdalah
pelanggaran.

(3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidenghapus
kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimanardiiam

Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PENYIDIKAN
Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundgemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik kuntu
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perga Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang HukumaAcar
Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (13l Rwais
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketza
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dangid
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporaebters
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nmmenge
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyatag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajaka

Daerah;
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ghriatau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidampgjp&an
Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumkunraen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pekaa
Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahath buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lairta ser
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Diaera

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sed#arggang
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen géuagva
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda&naid
perpajakan Daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dagridsa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kkelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daenanurut
hukum yang dapat bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyangmaikasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyodijabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengaenkean yang

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana panigku.
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BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan r&maeini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebilt lalgh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatatalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Juli 2002
BUPATI KULON PROGO,

ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Juli 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

Dis.SUTITO
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI B
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

UMUM

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tal@®0 ltentang
Pemerintahan Daerah yang berbunyi “ Kepala Daerahetapkan Peraturan Daerah
atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelengga@amomi Daerah dan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundardggngan yang lebih tinggi.”

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 28@@ng Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangk H2gerah dan Retribusi
Daerah, maka Pajak Parkir perlu diatur tersendiri.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi makggrgpenyelenggaraan
Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggunghgverlu diwujudkan melalui
salah satu upaya yaitu Pajak Daerah yang merupsMah satu sumber pendapatan
Daerah, guna membiayai penyelenggaraan pemerintaharah dan pembangunan
Daerah.

Salah satu jenis Pajak yang diamanatkan oleh Undadgng Nomor 34 Tahun
2000 kepada Pemerintah Kabupaten adalah Pajakr Bamkg mengatur mengenai
penarikan Pajak atas penyelenggaraan tempat mirkilar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun gasgliakan sebagai suatu
usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kemdab&amotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebuasdigberlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentandy Paijekir.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
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3

Cukup jelas

4

Cukup jelas

5

Cukup jelas

6

Tarip pajak 20 % dimaksud adalah 20 % dari tarjpkpgang dikenakan.

Contoh :

Parkir sepeda motor sebesar Rp. 500,00

Pajak Parkir sebesar 20 %

Rp. 500,00 x 20 % = Rp. 100,00

Jadi pajak parkir sepeda motor sebesar Rp. 100,00

7

Cukup jelas

8

Cukup jelas

9

Cukup jelas

10

Cukup jelas

11

Cukup jelas

12

Cukup jelas

13

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Yang dimaksud dnegan memperhatikan Wajib Pajak ahdal
memperhatikan kemampuan dari Wajib Pajak yang ditas pada
pertimbangan keadaan memaksa seperti : bencang &kmmsuhan,
kebakaran dan lain-lain.

ayat (3)
Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

14
Cukup jelas
15
Cukup jelas
16
Cukup jelas
17
Cukup jelas
18
Cukup jelas
19
Cukup jelas
20
Cukup jelas
21
Cukup jelas
22
Cukup jelas
23
Cukup jelas
24
Cukup jelas
25
Cukup jelas

20
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